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Abstrak 

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis alasan Rusia memberikan tekanan kepada Armenia di 

tahun 2013 sehingga memutuskan untuk bergabung dengan Eurasian Custom Union (ECU), 

yang membatalkan Perjanjian Vilnius dengan Uni Eropa (UE). Terdapat dua tekanan dari 

Rusia, yaitu kenaikan harga gas dan penjualan senjata ke Azerbaijan. Dua hal tersebut menjadi 

konsiderasi tersendiri bagi Armenia dikarenakan ketergantungan energi terhadap Rusia serta 

Azerbaijan yang menjadi musuh Armenia di kawasan terkait kasus Nagorno Karabakh. Uniknya, 

tekanan Rusia di Kaukasia Selatan ini hanya diberikan kepada Armenia, meskipun Armenia 

tidak berbatasan secara langsung dengan Rusia serta dua negara lain di Kaukasia Selatan yaitu 

Azerbaijan dan Georgia yang juga melanjutkan kerja sama dengan UE. Menggunakan analisis 

sitem internasional di Kaukasia Selatan, penulis melihat peran Rusia sebagai negara besar 

memberikan kecenderungan negara ini untuk mempengaruhi negara kecil, seperti dengan 

memberikan tekanan. Melalui teori peran, penulis melihat bahwa kebijakan dari negara besar 

untuk memengaruhi dibatasi oleh kondisi regional dan hubungan dengan negara-negara lain. 

Georgia memutuskan hubungan dengan Rusia pada tahun 2008 dikarenakan masalah Abkhazia 

dan Ossetia Selatan. Azerbaijan tidak memiliki ketergantungan terhadap Rusia serta memiliki 

kekuatan energi dari Laut Kaspia. Hubungan dua negara tersebut menempatkan Armenia 

sebagai satu-satunya negara di Kaukasia Selatan yang memiliki ketergantungan serta hubungan 

baik dengan Rusia. Hal ini memberikan Rusia kecenderungan untuk menekan Armenia 

dibandingkan dua negara lain di kawasan. 

Kata Kunci: Rusia, Armenia, Kaukasia Selatan, Perjanjian Vilnius, Uni Eropa, Eastern 

Partnership 



 

Pendahuluan 

Pada tahun 2013, Rusia terlihat berperan di balik kebijakan Armenia membatalkan kerja sama 

dengan Uni Eropa (UE) melalui pemberian tekanan terhadap Armenia. Setidaknya terdapat dua 

bentuk tekanan yang diberikan oleh Rusia terhadap Armenia yaitu (1) menaikan harga gas alam 

yang diimpor oleh Armenia, serta (2) menjual senjata pada lawan Armenia di kawasan, yaitu 

Azerbaijan (Kucera 2017; Blank 2013). Banyak pihak yang melihat bahwa keputusan Gazprom, 

perusahaan energi dari Rusia pada bulan April tahun 2013 untuk menaikan harga ekspor gas 

sebesar lima puluh persen dari harga awal, merupakan bentuk upaya penarikan Armenia dari 

kerja sama dengan UE (Asbarez 2013; Emerson dan Kostanyan 2013, 2). 

Keputusan yang diumumkan pada bulan April tersebut berlanjut pada tanggal 14 Mei 2013 saat 

ArmRosGazprom dan TransGaz, dua perusahaan penerus Gazprom di Armenia mengajukan 

perubahan harga gas menjadi 532 dollar Amerika Serikat dari sebelumnya 318 dollar Amerika 

Serikat setiap seribu kubik meter kepada Public Service and Regulatory Commision (PSRC) 

Armenia (Aslanian 2013). Harga tersebut cukup besar dibandingkan dengan rata-rata harga gas 

alam Gazprom tahun 2013 pada negara-negara bekas Uni Soviet sebesar 266,5 dollar Amerika 

Serikat setiap seribu meter kubik, serta pada negara-negara Uni Eropa sebesar 380 dollar 

Amerika Serikat setiap meter kubik (Gazprom 2017a; Gazprom 2017b). Armenia memiliki 

ketergantungan impor gas kepada Rusia dikarenakannegara ini tidak dapat memproduksi gas 

alam sendiri (Gazprom 2014; National Security Strategy of the Republic of Armenia 2007). 

Gazprom menjadi perusahaan gas asing utama di Armenia dengan capaian 96 persen distribusi 

gas pada bulan Januari 2014 (Gazprom 2014). 

Tekanan berikutnya hadir dalam bentuk penjualan senjata kepada Azerbaijan. Pada bulan Juni 

2013 Rusia mengirim senjata kepada Azerbaijan yang bernilai satu miliar dollar Amerika Serikat 

(Grove 2013). Tidak hanya itu, pada tanggal 13 Agustus 2013, Presiden Azerbaijan, Ilham 

Aliyev (dalam Agayev 2013) menyampaikan bahwa total kerja sama senjata antara Azerbaijan 

dan Rusia telah mencapai angka empat miliar dollar Amerika Serikat. Hal ini menjadi konsen 

tersendiri bagi pihak Armenia dikarenakan Azerbaijan dapat dikatakan sebagai lawan Armenia di 

kawasan, terutama dengan adanya masalah Nagorno-Karabakh. Konflik Nagorno Karabakh 



menjadi salah satu prioritas utama dari kebijakan luar negeri Armenia (Ter-Matevosyan 2017, 

344; Vasilyan 2016, 1-2; Novikova 2015, 42). Wilayah yang secara internasional berada dalam 

teritori Azerbaijan ini memiliki tendensi untuk melepaskan diri dari Azerbaijan dikarenakan 

memiliki kedekatan secara etnisitas dengan Armenia. Armenia berusaha untuk mendukung 

tendensi tersebut, sehingga menguatnya militer Azerbaijan menjadi ancaman tersendiri bagi 

Armenia. 

Kedua tekanan tersebut mengarah kepada pembatalan tandangan kerja sama Association 

Agreement (AA) antara Armenia dan UE dalam Perjanjian Vilnius. Perjanjian Vilnius 

merupakan agenda UE yang juga dihadiri oleh Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova dan 

Ukraina dalam kerangka Eastern Partnership (EaP). EaP merupakan forum kerja sama antara EU 

dan negara-negara pecahan Uni Soviet yang mulai dicanangkan pada tahun 2009. Pembicaraan 

mengenai AA mulai dilakukan setahun setelah EaP terbentuk tepatnya pada bulan Mei 2010 

(Memo: ENP Country Progress Report, 20 March 2013). Di dalam AA juga terdapat 

pembahasan mengenai Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA), sehingga kerangka 

kerja sama antara Armenia dan UE tersebut juga dikenal dengan sebutan AA/DCFTA. Armenia, 

Azerbaijan, Georgia, Moldova, dan Ukraina menjadi lima negara yang direncanakan 

menandatangani perjanjian AA/DCFTA (Memo: ENP Country Progress Report, 20 March 2013; 

ABC.AZ 2013). Di Kaukasia Selatan sendiri, Georgia dan Azerbaijan tetap melanjutkan 

perbincangan AA/DCFTA dengan UE. 

Štefan Füle (2013) selaku European Commissioner for Enlargement and Neighbourhood Policy 

mengeluarkan pernyataan resmi terkait tekanan Rusia yang menimbulkan pembatalan tanda 

tangan dengan tajuk “Statement on the pressure exercised by Russia on countries of the Eastern 

Partnership”. Selain itu Füle (2013, 2) juga menyampaikan empat bentuk tekanan yang dilakukan 

oleh Rusia yaitu (1) kenaikan harga energi/gas, (2) hambatan perdagangan buatan seperti 

larangan impor dan prosedur bea cukai yang rumit, (3) kooperasi militer dan jaminan keamanan, 

dan (4) instrumentalisasi konflik berkepanjangan. Dalam pernyataan tersebut tidak dipaparkan 

kasus spesifik dari tekanan Rusia, namun dapat dilihat bahwa dua bentuk tekanan di Armenia 

telah masuk dalam poin-poin tersebut. 

Pembatalan yang dilakukan oleh Armenia ini ditandai dengan pengumuman bahwa Armenia 

bergabung dengan integrasi ekonomi bentukan Rusia yaitu Eaurasian Custom Union (ECU) 



(Makarychev dan Yatsyk 2018, 86). Namun yang menarik ialah momen diumumkannya 

keputusan ini oleh Presiden Armenia, Serzh Sargysan (dalam Grigoryan 2013) saat berada di 

Moskow dengan bentuk konfirmasi untuk bergabung dengan ECU. Keputusan tersebut diambil 

paska pertemuannya dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin pada 3 September 2013 tepat 25 hari 

sebelum rencana penandatanganan Perjanjian Vilnius (Shirinyan dan Ralchev 2013, 1). 

Kasus di Armenia menjadi menarik untuk diteliti melihat adanya perbedaan dengan Azerbaijan 

dan Georgia sebagai negara pada satu kawasan yang tidak menerima tekanan dari Rusia, serta 

pada kasus Belarus dan Ukraina. Terlebih tahun 2013 merupakan kasus di mana Rusia 

memberikan tekanan, sementara hubungan antara Armenia dan UE dalam kerangka AA/DCFTA 

telah terjalin sejak lama yaitu tahun 2010. Bahkan tekanan dari Rusia hadir tidak lama sebelum 

perjanjian dilakukan, bukan saat perjanjian anatara Armenia dan UE direncanakan. Sehingga 

penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan tekanan Rusia terhadap Armenia untuk beralih 

bekerja sama dengan ECU serta membatalkan kerja sama AA/DCFTA, dibandingkan dengan 

diamnya Rusia terhadap Georgia dan Azerbaijan yang juga melakukan kerja sama dengan UE. 

 

Neorealisme dan Peran Negara 

Penulis berangkat dari paradigma neorealisme yang menjadikan negara sebagai aktor utama 

dalam hubungan internasional, namun juga mengamini adanya kerja sama dalam hubungan 

internasional. Penulis berangkat dari pemikiran Kenneth Waltz (1979, dalam Jackson dan 

Sorensen 2013, 79) yang menyatakan bahwa tindakan negara dalam hubungan internasional 

tidak dapat dipisahkan dari sistem internasional, serta interaksi diantara unit negara. Menurut 

George Modelski (1978, 214), sistem internasional adalah sebuah sistem yang membawa kepada 

ketergantungan aktor-aktor internasional untuk bertindak. Sebagai analogi, George Modelski 

(1978, 215) menggambarkan sistem internasional dalam kondisi sistem politik domestik negera 

di mana kebijakan sebuah kota bergantung pada kebijakan pada level provinsi atau negara. 

Dalam kata lain, entitas yang lebih kecil bergantung pada entitas atau sistem yang lebih besar 

dalam mengeluarkan tindakan. Dalam kasus ini, tindakan dari aktor internasional dipengaruhi 

oleh sistem internasional sebagai sistem yang lebih besar. Dengan melihat sistem internasional 

pada suatu wilayah, maka kita dapat melihat kecenderungan tindakan atau kebijakan yang 



dikeluarkan oleh negara maupun aktor internasional lainnya (Hudson 2014, 173). Berikutnya 

penulis memaparkan bagaimana sistem internasional dilihat melalui atribut yang mempengaruhi 

dikeluarkannya kebijakan. 

Menurut Valerie M. Hudson (2014, 174) setidaknya terdapat enam atribut yang terdapat dalam 

sistem internasional. Pertama, jumlah aktor yang terlibat. Jumlah aktor yang terlibat mengarah 

kepada aktor-aktor yang terlibat dalam berjalannya suatu sistem internasional. Kedua, distribusi 

kekuatan di antara aktor-aktor. Distribusi kekuatan mengarah kepada seberapa besar kekuatan 

pengaruh dan peran dari aktor-aktor yang terlibat. Ketiga, jumlah kekuatan utama. Jumlah 

kekuatan utama dalam sistem mengarah kepada jumlah aktor atau kutub yang memiliki peran 

dominan atau besar, serta menjadi aktor yang berpengaruh dalam sistem. Keempat, tingkat 

ketaan aktor. Tingkat ketaatan aktor mengarah kepada tingkat kepatuhan aktor-aktor dalam 

menanggapi pengaruh aktor besar atau kutub dalam suatu sistem. Tingkat ketaatan terhadap 

kutub-kutub ini dapat dilihat melalui ada tidaknya mekanisme aliansi atau kerja sama antara 

suatu aktor dengan aktor besar atau kutub. Kelima, kehadiran organisasi supranasional. Poin ini 

menyangkut keberadaan organisasi supranasional dalam suatu sistem yang dapat menjadi forum 

bagi aktor-aktor untuk mengeluarkan atau menerima pengaruh, bagi dan dari aktor lain. Berbeda 

dengan organisasi internasional, organisasi supranasional memiliki tingkatan yang lebih tinggi 

dengan adanya ruang lingkup kekuatan pengaturan otonom sehingga dapat melakukan 

pembuatan keputusan, ajudikasi, dan penegakan hukum (Lindseth 2016, 1). Keenam, isu yang 

dibahas atau yang menjadi kontestasi. Poin terakhir ini mengarah kepada isu ataupun 

pembahasan yang menjadi dasar hubungan antar aktor. 

Penulis melihat bentuk negara dalam level internasional berdasarkan pemaparan dari Hudson 

(2014, 173). Setidaknya terdapat dua bentuk kelompok negara yang dapat ditemukan dalam 

sistem internasional. Pertama, negara dengan kekuatan yang lebih besar. Negara dengan 

kekuatan besar lebih cenderung untuk bersikap tegas dalam kebijakan luar negeri (Hudson 2014, 

163). Negara-negara ini memiliki posisi dominan dalam sistem internasional yang membuat 

kebijakan luar negerinya sering kali diikuti oleh negara yang lebih kecil. Kedua, negara dengan 

kekuatan kecil. Negara dengan kekuatan kecil mengarahkan kebijakannya untuk melindungi 

wilayahnya sering kali melakukan aliansi dengan negara dengan kekuatan besar (Hudson 2014, 

173). Hal ini kemudian mengarah kepada adanya teori peran dalam sistem internasional tersebut. 



Teori Peran berawal dari studi psikologi yang dengan melihat posisi individu dalam lingkungan 

sosial (Tewes 1988, 117, dalam Grossman 2005, 335). Premis awal dari teori ini mengarah 

kepada tindakan yang dilakukan berhubungan dengan basis lokasi atau posisi dalam sistem sosial 

(Biddle 1979, dalam Grossman 2005, 335-336). Pada studi Hubungan Internasional, atau secara 

sederhana pada aplikasinya terhadap negara, teori ini berkontribusi dalam melihat kebijakan 

suatu negara yang dipengaruhi oleh sistem internasional. Menurut Grossman (2005, 336), 

terdapat dua poin utama yang harus diperhatikan dalam pengaplikasian teori ini pada kasus 

negara. Pertama, pemimpin negara dan para pembuat kebijakan berperan dalam melihat posisi 

suatu negara pada sistem internasional. Kedua, sebagaimana sistem sosial yang memiliki strata, 

posisi dalam sistem internasional akan memengaruhi suatu negara dalam bertindak. Dari kedua 

poin tersebut, dapat dilihat bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu negara dipengaruhi 

oleh presespsi suatu negara akan posisinya pada suatu sistem internasional. 

Secara lebih lanjut presespsi dan pemosisian suatu negara dalam sistem internasional ini juga 

membatasi negara dalam bertindak (Grossman 2005, 337). Kebijakan yang dikeluarkan suatu 

negara akan dibatasi oleh tindakan yang diyakini sesuai dengan apa yang harus dilakukan sesuai 

perannya. Kegley (1987, 254 dalam Grossman 2005, 338) berpendapat bahwa batasan yang 

dimiliki oleh suatu negara ditentukan oleh pandangan terhadap realitas global serta area yang 

akan menerima pengaruh dari kebijakan suatu negara. Hal ini juga berhubungan dengan atribut 

ketaatan aktor dalam sistem internasional yang berpengaruh terhadap kebijakan suatu negara 

(Hudson 2014, 174). Dalam kata lain, peran yang dimiliki oleh suatu negara juga bergantung 

pada realitas hubungan antara suatu negara dengan negara lain. 

 

Rusia dalam Sistem Internasional Kaukasia Selatan 

Dalam bagian ini penulis menganalisis sistem internasional di kawasan Kaukasia Selatan untuk 

melihat posisi Rusia di sistem kawasan. Oleh karena itu pada bab ini penulis bagi dalam enam 

atribut yang dikemukakan oleh Hudson (2014, 174) untuk melihat kondisi sistem internasional di 

Kaukasia selatan. 

 



Aktor yang Terlibat di Kaukasia Selatan 

Secara umum, negara-negara di Kaukasia Selatan sendiri sering kali disebut sebagai negara-

negara produk pengaruh eksternal (Broers 2018, 86). Hal tersebut secara lebih khusus dikaitkan 

dengan hadirnya Rusia dan UE sebagai pihak eksternal yang berbagi negara tetangga, yaitu 

negara-negara Kaukasia Selatan (Nuriyev 2015, 51; Novikova 2015, 39; Freire dan Simao 2013, 

467; Aliyev 2015, 42). Berangkat dari pernyaataan tersebut, selain Armenia, Azerbaijan, dan 

Georgia sebagai negara-negara di wilayah Kaukasia Selatan, Rusia dan UE juga hadir sebagai 

aktor yang memiliki pengaruh dalam dinamika di Kaukasia Selatan, terutama pada tahun 2013. 

Distribusi Kekuatan 

Atribut kedua ini digunakan untuk hubungan antar aktor berdasarkan kekuatan dari aktor-aktor 

yang terlibat. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa Armenia, Azerbaijan, dan Georgia 

merupakan negara-negara yang menerima pengaruh dari pihak eksternal, maka distribusi 

kekuatan negara-negara ini cenderung lemah dibandingkan dengan Rusia dan UE. Terlebih juga 

dengan adanya bantuan-bantuan yang diberikan oleh Rusia dan UE pada wilayah ini. 

Sebagaimana disebutkan pada bagian Kerangka Pemikiran bahwa dalam sistem Internasional 

terdapat pembagian kekuatan aktor yaitu besar dan kecil (Hudson 2014, 173). 

Dalam wawancara yang dilakukan paska pertemuan menteri luar negeri negara-negara CIS, 5 

April 2013, Menteri Luar Negeri Rusia pada saat itu, Sergey Lavrov (dalam The Ministry of 

Foreign Affairs of the Russian Federation 2013a) menyatakan bahwa saat ini terdapat tiga aktor 

dalam lingkungan kerja sama negara-negara CISyang juga mencakup negara-negara Kaukasia 

Selatan, yaitu Rusia, Eropa, dan negara-negara EaP. Hal tersebut sebagaimana ditemukan dalam 

kutipan berikut,  

“If projects within the European Partnership are aimed at the solution of indeed 

important tasks in economic, social spheres, then Russia repeatedly talked about the 

readiness to join them, to go out to ‘three-way’ formats: EU, ‘focus’ countries of the 

Eastern Partnership and Russia”, (Lavrov 2013 dalam The Ministry of Foreign 

Affairs of the Russian Federation 2013a). 

 



Kekuatan Utama di Kaukasia Selatan 

Kekuatan utama digunakan untuk melihat jumlah kekuatan atau kutub kekuatan dalam sistem 

(Hudson 2014, 174). Hal ini berguna dalam melihat kecondongan negara dalam kutub atau 

kekuatan. Melanjutkan dari kesimpulan bagian sebelumnya, dapat dilihat bahwa terdapat dua 

kekuatan utama di Kaukasia Selatan berasal dari pihak eksternal yaitu Rusia dan UE (Broers 

2018, 90; Niculescu 2015, 67). Dalam kata lain, terdapat dua kutub kekuatan di wilayah ini. 

Sementaranegara-negara di Kaukasia Selatan yang sering kali dikaitkan sebagai negara-negara 

produk pengaruh eksternal (Broers 2018, 86). Hal ini kemudian menempatkan negara-negara ini 

sebagai negara yang kecil di kawasan mereka sendiri yang menerima pengaruh dari kekuatan 

besar dari luar. 

Ketaatan Aktor 

Ketaatan aktor mengarah kepada kecenderungan aktor yang lebih kecil untuk condong kepada 

salah satu kutub atau kekuatan utama di dalam sistem (Hudson 2014, 174). Tingkat ketaatan 

terhadap kutub-kutub ini dapat dilihat melalui ada tidaknya mekanisme aliansi atau kerja sama 

antara suatu aktor dengan aktor besar atau kutub. Secara umum, hubungan bilateral Armenia 

lebih condong ke Rusia (Broers 2018, 95). Meskipun kemudian Armenia juga terlihat menjalin 

kerja sama dengna UE, namun kerja sama strategis Armenia lebih banyak mengarah ke Rusia. 

Hal tersebut dapat dilihat pada bidang keamanan Armenia yang lebih condong ke Rusia dengan 

adanya pangkalan militer Rusia di Armenia (Freire dan Simao 2013, 467; German 2012a, 143). 

Pada bab sebelumnya juga dapat dilihat bahwa Armenia memiliki ketergantungan energi dari 

Rusia yang membuat Armenia tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh Rusia, setidaknya pada 

kondisi saat itu. Rusia sendiri dapat dilihat sebagai partner stratejik dan UE sebagai partner 

model perkembangan dalam konsep dasar kebijakan luar negeri Armenia (Vasilyan 2016,2). 

Sebagaimana terlihat pada kutipan Konsep Kemanan Nasional Armenia (2007) berikut, 

“Armenias strategic partnership with Russia, its adoption of a European model of development, 

... contribute to the consolidation of the potential of Armenias policy”. 

Pemerintah Azerbaijan memiliki pendekatan Kebijakan Luar Negeri Independen yang 

menghindari keterikatan geopolitik Eropa dengan UE ataupun Eurasia dengan Rusia (Broers 

2018, 94; Novikova 2015,42). Pada setiap pergantian rezim pemerintahan, posisi Azerbaijan 



tidak lebih mencondongkan pada salah satu blok, baik itu Eropa maupun Rusia (Broers 2018, 

94). Delcour (2018b, 119) melihat pilihan Azerbaijan untuk tidak mengikuti Rusia sepenuhnya 

dikarenakan Azerbaijan memandang pendekatan yang dilakukan Rusia mengarah kepada 

paksaan yang dikamuflasikan ke dalam kepentingan bersama. Bahkan dalam bidang keamanan 

Azerbaijan juga cenderung menerapkan kebijakan yang berpangku pada kekuatan Barat dan 

Rusia (Freire dan Simao 2013, 467). 

Sementara Georgia cenderung mengarah kepada UE (German 2012a, 143). Georgia merupakan 

negara di kawasan yang secara utuh mengasumsikan negaranya sebagai bagian dari pihak Barat 

(Broers 2018, 89). Secara langsung hal tersebut disampaikan dalam Konsep Keamanan Nasional 

Georgia Tahun 2012 (2012, 3), “Georgia is a part of the European and Euro-Atlantic space”. 

Adanya dukungan pemerintah Rusia terhadap wilayah Abhkazia dan Ossetia Selatan membuat 

Pemerintah Georgia memantapkan diri untuk condong kepada pihak Barat, juga UE. Secara lebih 

spesifik akan kasus tersebut mengarah kepada bidang pertahanan di mana Georgia memutuskan 

untuk mendekatkan diri dengan NATO (Abushov 2009, 187). 

Organisasi Supranasional di Kaukasia Selatan 

Atribut ini ditujukan untuk melihat kehadiran dan kekuatan organisasi supranasional terhadap 

anggotanya (Hudson 2014, 174). Tidak terdapat organisasi regional yang menempatkan ketiga 

negara Kaukasia Selatan dalam satu wadah yang sama. Begitu juga dengan organisasi 

supranasional yang menempatkan ketiga negara tersebut di satu forum yang sama. Meskipun 

kemudian UE sendiri dapat dikategorikan sebagai organisasi supranasional dengan adanya 

badan-badan di dalam organisasi yang dapat mengatur kebijakan anggotanya (Linseth 2016, 2). 

Namun di Kaukasia Selatan, UE tidak hadir sebagai organisasi supranasional dikarenakan belum 

ada negara di Kaukasia Selatan yang menjadi anggota dari UE dan dapat sepenuhnya 

mempengaruhi kebijakan dari negara-negara Kaukasia Selatan sebagai anggota. UE lebih tepat 

dikatakan hadir sebagai aktor internasional dengan EaP-nya di Kaukasia Selatan. 

Isu yang Dibahas 

Atribut isu yang dibahas, mencakup isu-isu yang menjadi kontestasi dari aktor-aktor ataupun 

kutub-kutub di kawasan (Hudson 2014, 174). Isu pertama yang banyak menjadi pembahasan di 

kawasan ialah mengenai keamanan, terutama masalah Nagorno Karabakh, Abhkazia, dan Ossetia 



Selatan (German 2012a, 142-143). Ketiga negara Kaukasia Selatan memiliki konsentrasi 

tersendiri terhadap stabilisasi, dan neihborhood policies (Freire dan Simao 2013, 466). UE juga 

mengeluarkan Common Security dan Defence Policy (CSDP) yang secala lebih khusus ditujukan 

dengan adanya konflik di wilayah Abkhazia, Ossetia Selatan, dan Nagorno Karabakh (Acikmese 

dan Dizdaroglu 2014, 316). 

Isu berikutnya yang banyak dibahas di kawasan ini ialah energi. Laut Kaspia menjadi konsen 

energi utama di kawasan. Azerbaijan menjadi satu-satunya negara yang berbatasan dengan 

wilayah laut tersebut. Negara-negara Eropa serta Amerika Serikat memberikan dukungan kepada 

Azerbaijan untuk mengelola energi di wilayah tersebut (Abushov 2009, 197). Pembangunan jalur 

pipa minyak dari Azerbaijan, ke Georgia, dan berlanjut Turki disepakati pada pertemuan 

Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) di Istanbul tahun 1999. Pipa 

tersebut dibangun dengan tujuan menyediakan pasokan minyak pada pasar Eropa. Dalam kata 

lain, UE memiliki kepentingan akan sumber daya yang berasal dari Laut Kaspia ini, sebagai 

subtitusi dari impor energi dari Rusia (Lussac 2010, 607; Paul 2015, 3). 

Isu terakhir yang penulis temukan di Kaukasia Selatan ialah kerja sama regional, hal ini 

sekaligus menjadi kasus yang mendasari penilitian ini. Baik Rusia maupun UE memiliki ambisi 

untuk memperkuat kerja sama di wilayah ini dengan membentuk kerangka kerja sama 

perdagangan (Acikmese dan Dizdaroglu 2014, 315). Sebagaimana disebutkan di bagian Latar 

Belakang Masalah, Russia berambisi untuk memengaruhi Armenia agar bergabung dalam ECU. 

Meskipun ambisi Rusia tersebut hanya ditunjukan kepada Armenia, yang pertama kali 

disebutkan saat Presiden Putin bertemu dengan Presiden Sargsyan pada bulan Agustus 2012. 

Dari pemaparan di atas dapat dilihat bahwa posisi Rusia di Kaukasia Selatan dapat dikategorikan 

sebagai aktor besar dengan menjadi salah satu kekuatan utama di kawasan. Dalam bagian 

Kerangka Pemikiran penulis telah memaparkan bahwa kategori aktor ini dapat memberikan 

pengaruh kepada aktor yang lebih kecil (Hudson 2014, 163). Pengaruh yang diberikan dianggap 

mampu mengubah kebijakan dari negara kecil. Adanya dua kutub kekuatan memberikan porsi 

bagi Rusia dan UE untuk memengaruhi kebijakan negara-negara di kawasan. Hal tersebut 

memberikan pilihan bagi Armenia, Azerbaijan, dan Georgia untuk mengikuti kutub-kutub 

tersebut atau bersikap netral. Meskipun negara-negara ini lebih condong untuk mengikuti 

kekuatan dari dua kutub tersebut. Baik Rusia maupun UE juga hadir dalam penyelesaian konflik 



domestik maupun antar negara di Kaukasia Selatan. Hal ini semakin memberikan porsi bagi dua 

kutub ini untuk memengaruhi negara-negara Kaukasia Selatan. 

 

Batasan Peran Rusia sebagai Negara Besar terhadap Negara-Negara Kaukasia Selatan 

Secara umum pada tahun 2013, wilayah Kaukasia Selatan disebut dalam dokumen Konsep 

Kebijakan Luar Negeri Rusia yang dikeluarkan pada 12 Februari 2013. Dalam poin pertama 

pembahasan mengenai prioritas regional, anggota CIS menjadi prioritas utama kebijakan luar 

negeri Rusia, “Priority areas of Russian foreign policy include the development of bilateral and 

multilateral cooperation with the CIS Member States”, (Concept of the Foreign Policy of the 

Russian Federation 2013). Selain Armenia di Kaukasia Selatan, Azerbaijan juga menjadi bagian 

dari CIS. Sementara Georgia memutuskan keluar dari kerja sama tersebut pada tahun 2008 

dikarenakan konflik dengan Rusia. Pemaparan mengenai prioritas Rusia di Kaukasia Selatan 

tersebut memperlihatkan bahwa Rusia mengeluarkan konsep kebijakan sebagai aktor yang 

berperan dalam menjaga stabilitas kawasan. 

Pada bagian ini penulis memaparkan hubungan antara Rusia dengan negara-negara Kaukasia 

Selatan terutama terkait dengan isu-isu yang dibahas di atas. Pemaparan ini berdasar pada 

penjabaran Kegley (1987, 254 dalam Grossman 2005) yang menyatakan bahwa peran negara 

juga dibatasi oleh kondisi di sekitarnya. Dalam hal ini penulis melihat hubungan ini juga 

membatasi peran Rusia sebagai negara besar. 

Hubungan Rusia dan Georgia 

Georgia menjadi satu-satunya negara di Kaukasia Selatan yang tidak memiliki hubungan 

diplomatik dengan Rusia. Rusia dan Georgia pada awalnya memiliki hubungan diplomatik yang 

terjalin pada tahun 1992. Namun dikarenakan konflik dengan Rusia tahun 2008, Georgia 

memutuskan hubungan diplomatik dengan Rusia sebagaimana tercantum dalam situs 

Kementerian Luar Negeri Georgia berikut, 

“As a result of the full scale military aggression exercised by Russia against Georgia, 

occupation of the integral parts of Georgia, and ethnic cleansing provided on these 

territories and declaration of this regions as an ‘independent Republics’ Georgia 



break off diplomatic relations with the Russian Federation On September 2, 2008”, 

(The Ministry of Foreign Affairs of Georgia 2014). 

Salah satu fenomena dalam hubungan antara Rusia dan Georgia yang tidak dapat dipisahkan 

ialah dukungan Rusia terhadap salah satu wilayah di Georgia yaitu Abhkazia dan Osetia Selatan 

(Abushov 2009, 187). Hal ini menyebabkan Georgia mencari dukungan lain untuk mengimbangi 

keterlibatan Rusia dalam mendukung pelepasan wilayah tersebut, yaitu mendekatkan diri dengan 

NATO. Bahkan dukungan Rusia terhadap wilayah ini sudah terjalin sejak lama. Pada tahun 

1999, Rusia membuka perbatasannya dengan Abkhazia dan Ossetia Selatan, dalam artian 

mempermudah arus perpindahan masyarakat dari dan ke wilayah ini (Popsecu 2006, 4-5 dalam 

Abushov 2009, 199). 

Hubungan Rusia dan Azerbaijan 

Novikova (2015, 43) melihat tiga bentuk hubungan antara Rusia dan Azerbaijan. Pertama, Rusia 

menjual senjata ke Azerbaijan. Kedua, dengan banyaknya diaspora Azerbajan di Rusia, 

berbanding lurus dengan banyaknya jumlah remittances ke Azerbaijan yang juga membantu 

perekonomian di Azerbaijan. Ketiga, Rusia secara intensif berusaha mencapai kesepakatan 

dengan negara-negara pesisir Laut Kaspia untuk melarang kehadiran badan militer asing di 

wilayah tersebut. Hubungan Rusia dan Azerbaijan juga dapat dilihat pada bidang energi, di mana 

Azerbaijan dipandang sebagai kompetitor Rusia sebagai penyedia energi di kawasan (Novikova 

2015, 42). Adanya kompetisi antara Rusia dan Azerbaijan pada bidang energi juga disebut oleh 

Presiden Aliyev saat bertemu dengan Presiden Putin pada 13 Agustus 2013 sebagaimana kutipan 

berikut, “We are countries producing and exporting energy resources. Naturally, our interests 

overlap”, (The President of the Republic of Azerbaijan 2013). 

Meskipun memiliki hubungan yang terjalin baik, terdapat pandangan negatif dari Azerbaijan 

terhadap Rusia. Salah satu titik sentimen negatif terhadap Rusia dari masyarakat Azerbaijan 

dapat dilihat dari keterlibatan Rusia dalam peristiwa Khojaly Massacre tahun 1992, pembunuhan 

masal yang dilakukan oleh etnis Armenia pada etnis Azerbaijan di Kota Khojaly, di mana Rusia 

disinyalir turut membantu etnis Armenia (Abushov 2009, 196). Ketidak cocokan lainnya juga 

dapat dilihat pada bidang kerja sama regional. Sebagaimana disebutkan di atas, pada tahun 2012-

2013 Azerbaijan hanya tergabung dalam CIS sebagai organisasi regional bentukan Rusia. 



Sebagai tambahan, Azerbaijan juga tidak menerapkan seluruh perjanjian dalam CIS (The 

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan t.t.). Dari 70 Badan Spesial dalam CIS, 

Azerbaijan hanya berpartisipasi pada 30 badan. Hal ini membuat Azerbaijan sebagai satu-

satunya anggota CIS yang tidak menerapkan perjanjian perdagangan bebas di antara negara-

negara anggota CIS lainnya. 

Hubungan Rusia dan Armenia 

Aremenia memiliki ketergantungan energi pada pihak luar dan menjadikan Rusia sebagai 

penyedia energi utama Armenia (National Security Strategy of Armenia 2007). Hal ini 

mempermudah Rusia dalam menjalankan perannya sebagai negara besar terhadap Armenia. 

Termasuk dengan proses tawar menawar kebijakan. Pada bidang keamanan, Armenia memiliki 

kerja sama yang erat pada Rusia dan CSTO sebagai dua partner kerja sama utama Armenia . 

Pada 3 Oktober 2012 Armenia memperbarui perjanjian dengan Rusia mengenai penempatan 

pangkalan militer Rusia di Armenia (The Ministry of Defence of the Republic of Armenia 2013). 

Hal tersebut dilanjutkan dengan pertemuan antara Kementerian Pertahanan Armenia dan Rusia 

pada 24 April 2013 yang membahas mengenai peningkatan kerja sama militer dan modernisasi 

pangkalan militer Rusia di Armenia (The Ministry of Defence of the Republic of Armenia 2013). 

Prioritas hubungan militer Armenia dan Rusia juga tersebut dapat dilihat dalam Konsep 

Keamanan Nasional Armenia (2007) berikut, 

“Armenias military cooperation with individual states and membership in 

international and regional security structures, and its active participation in their 

programs, are aimed only at consolidating the security of the country. The main 

components of military-political security include: bilateral relations with Russia, 

with defense and technical military cooperation, through a strategic partnership 

between the two states; participation in the Collective Security Treaty Organization”. 

Dalam kasus tahun 2013, sudah dapat terlihat jelas bahwa Armenia merupakan satu-satunya 

negara di Kaukasia Selatan yang memiliki hubungan serta ketergantungan yang tinggi terhadap 

Rusia. Hal ini menjadikan pengaruh dari Rusia akan lebih berdampak terhadap Armenia. 

Terutama apabila dibandingkan dengan dua negara lainnya di Kaukasia Selatan. Terlebih dengan 

adnanya prioritas kebijakan Armenia terhadap wilayah Nagorno Karabakh yang berhubungan 



dengan Rusia. Di sisi lain Armenia membutuhkan Rusia dalam menjaga kemanan, di satu sisi 

Rusia bekerja sama dengan Azerbaijan dalam bidang kemanan yang semakin memperkuat 

kekuatan Azerbaijan. Di bidang energi, Rusia juga berhasil memberikan peran penuh di 

Armenia. Setidaknya dua hal tersebut membuat Armenia tidak dapat terlepas dari pengaruh 

Rusia dan memperbesar tendensi Rusia dalam memberikan pengaruhnya kepada Armenia. 

 

Kesimpulan 

Dari pemaparan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Rusia memiliki peran sebagai negara 

besar di kawasan sehingga timbul kecenderungan untuk mempengaruhi negara lain akan isu-isu 

yang dibahas. Rusia hadir sebagai pihak eksternal di kawasan Kaukasia Selatan yang cenderung 

memiliki kekuatan yang lemah. Tidak hanya Rusia, UE juga hadir sebagai pihak eksternal di 

kawasan ini yang menimbulkan adanya dua kutub kekuatan di Kaukasia Selatan. Hal tersebut 

memberikan dua pilihan kepada negara-negara Kaukasia Selatan akan ketaanya pada Rusia atau 

UE. Terlebih dengan adanya pengaruh dari dua kutub tersebut terhadap isu-isu di Kaukasia 

Selatan. 

Baik Rusia maupun UE memiliki pengaruh dalam isu keamanan di kawasan. Dalam isu 

kemanan, Rusia memiliki berkomitmen dalam membantu penyelesaian konflik Nagorno 

Karabakh. Rusia merupakan partner kerja sama strategis Armenia dan memiliki pangkalan 

militer di Armenia, menjadi penyedia energi bagi Armenia, serta mecanangkan pembentukan 

CIS dan CSTO. Hal ini membawa kebijakan Rusia sebagai negara Besar cenderung kepada 

kebijakan untuk memengaruhi negara kecil, salah satunya yaitu dengan memberikan tekanan. 

hubungan Rusia dengan negara-negara di Kaukasia Selatan menempatkan Armenia sebagai satu-

satunya negara yang memiliki komitmen tinggi untuk bekerja sama dengan Rusia sehingga 

tekanan Rusia hanya akan berdampak pada Armenia. Armenia menempatkan Rusia sebagai 

partner kerja sama strategis. Di bidang keamanan, Rusia memiliki pangkalan militer di Armenia 

yang tentunya memberikan pertahanan tersendiri bagi Armenia. Sementara di bidang energi, 

Rusia menjadi pemasok utama kebutuhan energi bagi Armenia. Dibandingkan dengan 

Azerbaijan dan Georgia, Armenia juga menjadi satu-satunya negara Kaukasia Selatan yang 

berkomitmen dalam seluruh kerja sama bentukan Rusia. Ketergantungan Armenia pada kasus 



Nagorno Karabakh dan paad bidang energi memberikan porsi pengaruh Rusia semakin besar, 

serta mempermudah Rusia dalam memberikan pengaruhnya terhadap Armenia. 

Pilihan Rusia untuk menekan Armenia dibandingkan dua negara lainnya di Kaukasia Selatan 

dapat dilihat dengan perbedaan hubungan kepada negara-negara tersebut. Azerbaijan tidak turut 

bekerja sama dalam CSTO dan tidak menerapkan seluruh kerja sama dalam CIS. Kekuatan 

Azerbaijan dalam bidang energi juga memberikan negara ini kesempatan untuk tidak bergantung 

pada negara dalam isu energi. Penulis melihat bahwa hal ini juga memberikan Azerbaijan 

tingkatan tersendiri sehingga tidak sepenuhnya menjadi negara kecil di kawasan yang 

kebijaknnya terbentuk dari pengaruh negara lain. Meskipun kemudian Azerbaijan juga masih 

melakukan kerja sama baik dengan Rusia maupun UE. Sedangkan Georgia memiliki sejarah 

yang buruk dengan Rusia sehingga memutuskan untuk tidak memiliki hubungan diplomatis 

dengan Rusia. Georgia juga menyampaikan akan komitmennya dengan UE. Selain itu Rusia dan 

Georgia juga memiliki pendapat yang berbeda akan status konflik Abkhazia dan Ossetia Selatan 

yang masih menutup hubungan kedua negara. 
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